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ABSTRAK

Wasiat wajibah ialah sebagian dari harta pusaka yang diperuntukan bagi
anak angkat yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia.
Pada masa sekarang, wasiat wajibah tidak hanya diperuntukkan bagi anak angkat
maupun orang tua angkat sebagaimana dalam KHI, tetapi juga diberikan kepada
ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam
wasiat wajibah pada ahli waris beda agama dalam penalaran hukum. Guna
memenuhi tujuan tersebut penulis menelusuri penalaran hukum dari aspek
ontology, epistemology, dan aksiologi hukum. Penelitian ini merujuk pada
pertimbangan hukum dan putusan pengadilan agama nomor: 2/Pdt .G/2011/Pa-
Kbj sebagai sumber data pokok.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau penelitian hukum
normatif (Library research) dengan merujuk kepada bahan-bahan tertulis yang
mempunyai hubungan langsung dengan topik pembahasan penulis. Penulis
menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analitis
(analytical approach). Penelitian ini bersifat deskriptif—analitik yaitu memaparkan
pertimbangan hukum dan putusan hakim yang ada dalam putusan nomor: 2/Pdt
.G/2011/Pa- Kbj yang selanjutnya dianalisis dengan berfikir induktif. Penulis
mengumpulkan fakta-fakta khusus dan peristiwa yang kongkrit yang ada dalam
putusan tersebut kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk
memperoleh pengertian utuh tentang pembahasan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek ontologi (hakikat
hukum/paradigma) putusan ini adalah untuk Jayanta Ginting. Putusan ini hakikatnya
untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi para pihak. Hakikat
hukum/paradigma hukum untuk manusia lebih menekankan kepada hukum untuk
memberikan keadilan bagi Jayanta Ginting.

Dari aspek epistemologi dalam pertimbangan hukum, hakim mencoba
melakukan penemuan hukum dengan mengisi kekosongan hukum yang ada
sehingga ahli waris beda agama dalam kasus ini adalah Jayanta Ginting bisa
memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Ini adalah terobosan hukum yang
dilakukan oleh hakim dengan memandang maslahat yang lebih besar. Ahli waris
beda agama (Jayanta Ginting) berhak memperoleh harta warisan dari ayahnya
yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan kapasitas sebagai ahli
waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau
tidak diwasiatkan. Hakim dalam menangani kasus perkara nomor: 2/Pdt
.G/2011/Pa-Kbj tidak sebagai corong undang-undang/legalistik saja, tetapi lebih
melihat kepada keadilan dan kebahagiaan dengan mengembalikan hak yang
seharusnya diperoleh Jayanta Ginting.

Dari aspek aksiologi, putusan ini mengandung nilai keadilan, kepastian
hokum dan kemanfaatan bagi Jayanta Ginting dan tergugat lainnya.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam
penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 05936/U/1987.

I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

! Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan

= Ba’ b be

= Ta’ t te

= NER S es (dengan titik diatas)
c Jim i je

< Ha’ h ha (dengan titik di bawah) ka
c Kha’ kh dan ha

: Dal d de

: Zal z zet (dengan titik di atas)
’ R r er

2 Zai z zet

o Sin S es

= Syin sy es dan ye
<« Sad S es (dengan titik di bawah)
& Dad d de (dengan titik di bawah)
- Ta’ t te (dengan titik di bawah)




G

Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nun
Waw
Ha’
Hamzah

Ya

zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik di atas
ge
ef
qi
ka

<

el

3

em
‘en
W
ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

dadaia ditulis Muta’addidah
B ditulis ‘iddah
I1l. Ta’marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
dasa ditulis Hikmah
PR ditulis jizyah
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(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

sl g¥1da) <

ditulis

Karamah al-auliya’

Cc. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h

Jhdllls ditulis Zakah al-fifri
IV. Vokal Pendek
fathah ditulis a
. kasrah ditulis i
_ dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif lala ditulis a :jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati (sl ditulis a : tansa
3 | Kasrah + ya’ mati @S ditulis I @ karim
4 | Dammah + wawu mati  _=;_8 ditulis i : furid




V1. Vokal Rangkap

xii

1 | Fathah ya mati
2 | Fathah wawu mati

-«

Js

ditulis

ditulis

ditulis

ditulis

ai
bainakum
au

gaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
A} ditulis a’antum
| ditulis u’iddat
S il ditulis la’in syakartum

VIlI. Kata sandang Alif + Lam

a. biladiikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan “I”

Sal

sl

g

ditulis

ditulis

Al-Qur’an

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

slaud

ditulis

ditulis

as-Sama’

asy-Syams




Xiii

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

w2 Al (g 93 ditulis Zawi al-furiid

A Jal ditulis Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang mengguanakan kata Arab, misalnya

Toko Hidayah, Mizan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan.
Dalam kewarisan tentunya ada hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris."
Sehingga dalam hukum kewarisan Islam, setelah meninggalnya seseorang ada
peralihan harta dan pembagian harta waris kepada ahli waris.”

Peralihan harta peninggalan pewaris dan pembagiannya kepada ahli waris
tidak hanya dilihat dari orang yang menerima harta waris, tetai juga orang yang
terhalang dan menghalangi untuk mendapatkan harta warisan. Selain peralihan
harta peninggalan yang sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana
disebutkan dalam al-Qur'an, ada peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli
waris dengan cara wasiat.

Wasiat begitu penting dalam hukum kewarisan islam, karena tidak hanya
disebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 180 dan Al-Baqarah ayat 240, akan
tetapi juga disebutkan dalam beberapa surat dan ayat seperti an-Nisaa ayat 11 dan
ayat 12°. Dalam ayat-ayat al-Qur'an diatas, wasiat berarti keinginan seseorang

(pewaris) sebelum kematian atas harta kekayaannya sesudah meninggalnya untuk

'Pewaris ialah setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan
ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si mayit karena ada salah
satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan, dalam Muhammad Amin Suma, Hukum
keluarga Islam di dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 113.

Ahli waris dan bagiannya masing-masing diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa(4): 11, 12,
dan 176.

3QS. Al- Bagarah (2):180, 240.

*QS. An-Nisaa (4):11,12.



diberikan kepada anak/anak-anak, duda, janda/janda-janda dan saudara/saudara-
saudara pewaris.

Wasiat dalam sistem hukum Islam di Indonesia hanya diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Bab V Pasal 194 sampai
dengan Pasal 209 dan dalam kitab-kitab Fikih Islam. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 171 huruf F menyebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal
dunia. Pasal 194 sampai dengan pasal 208 mengatur tentang wasiat biasa,
sedangkan dalam pasal 209 mengatur tentang wasiat wajibah yang khusus
diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Di Indonesia, untuk menangani masalah perdata umat muslim terutama
hukum kewarisan ini maka diselesaikan di pengadilan Agama sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman. Di pengadilan Agama rakyat bisa mencari dan mendapat
keadilan dalam bidang perdata. Karena tugas dan wewenang pengadilan Agama
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama
antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wagqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.5

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat, menyebabkan permasalahan-
permasalahan baru/kontemporer muncul dalam bidang hukum Islam. Salah satu
masalah yang sering muncul adalah masalah mengenai hukum kewarisan.

Masalah yang sering timbul dalam hukum kewarisan ini terkait tentang

siapa yang menjadi ahli waris dan berapa besaran bagiannya. Apalagi jika salah

’lihat pasal 49 undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan
atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.



satu ahli waris berbeda agama (non muslim). Keadaan berlainan agama sebagai
penghalang untuk menerima warisan, dalam hal ini sering menjadi konflik di
antara para ahli warisnya. Sebagai contoh terjadinya gugat waris di pengadilan,
baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dalam KHI (kompilasi
hukum Islam), berlainan agama sebagai penghalang untuk mendapatkan harta
warisan.® KHI tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli
waris beda agama.

Dalam perkembangannya, temyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan
kepada anak angkat maupun orang tua angkat, akan tetapi diberikan kepada ahli
waris beda agama. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia, temyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris
yang beragama non-muslim, yaitu terdapat pada putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 16.K/AG/2010, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia tersebut menyatakan memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau
ahli waris beda agama, jadi yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih
Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si
pewaris yang beragama Islam.

Beberapa putusan Mahkamah Agung diatas telah menjadi yurisprudensi dan
sebagai sumber hukum yang dipakai di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia

selain peraturan perundang-undangan, doktrin, adalah yurisprudensi.

SLihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 poin ¢ yang menyatakan ahli waris adalah orang
yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.



Putusan Mahkamah Agung telah menjadi yurisprudensi bagi hakim
Pengadilan Agama Kabanjahe dalam menjatuhkan putusannya. Pengadilan
Agama Kabanjahe telah memutus perkara yang sama dengan putusan Mahkamah
Agung mengenai pemberian wasiat wajibah ahli waris beda agama, yaitu dalam
Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj.

Untuk itu, dalam tesis ini penulis akan menganalisis pertimbangan-
pertimbangan hukum dan putusan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama
Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, dalam memutuskan perkara
ini (pemberian harta peninggalan kepada ahli waris beda agama) berdasarkan
aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma), epistemologi (sumber dan metode
hukum), dan aksiologi (nilai hukum).

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana ontologi (hakikat hukum/paradigma) putusan nomor:
2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas

dasar wasiat wajibah?

2. Bagaimana epistemologi (sumber dan metode hukum) dalam pertimbangan
hukum putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang hak ahli waris beda

agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah ?

3. Bagaimana aksiologi (nilai hukum) dalam putusan hakim putusan nomor:
2/Pdt.G/2011/PA- Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas

dasar wasiat wajibah?



C. Tujuan Dan Manfaat
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengungkap ontologi (hakikat hukum/paradigma)
putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang

ditetapkan atas dasar wasiat wajibah.

2. Untuk memahami dan mengungkap epistemologi (sumber dan metode hukum)
dalam pertimbangan hukum putusan nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj tentang hak

ahli waris beda agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah.

3. Untuk memahami dan mengungkap aksiologi (nilai hukum) putusan hakim
dalam putusan nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj tentang hakahli waris beda

agama yang ditetapkan atas dasar wasiat wajibah.
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:
1. Secara Akademis

Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, agar penulisan ini
dapat dijadikan bahan refrensi dalam rangka untuk memperkaya khasanah
kepustakaan mahasiswa, atau dapat digunakan sebagai acuan untuk penulisan dan
pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan lebih kritis khususnya di bidang

Hukum Positif di Indonesia tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama.

2. Secara Praktis

Bagi penulis pribadi, penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir (Tesis) di Fakultas Syari'ah dan



Hukum UIN Sunan Kalijaga. Selain itu penulis juga bisa lebih memahami dan
mengerti tentang bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia memandang
tentang wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan informasi dan jawaban atas persoalan yang terjadi dikalangan
masyarakat luas yang mana berkaitan dengan wasiat wajibah bagi ahli waris beda
Agama.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai wasiat wajibah ini sudah banyak dilakukan oleh para
peneliti sebelumnya, baik itu berupa tesis, disertasi, maupun dalam bentuk karya
ilmiyah lainnya.Untuk memudahkan pembaca, penulis berusaha mengelompokkan
karya tulis ilmiyah yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu tentang wasiat
wajibah, kedalam dua kategori: kategori tesis dan disertasi. Untuk membedakan
penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya penulis juga memberikan alasan
perbedaan sudut pandang dalam penelitian yang penulis lakukan sekarang.

Pengelompokan kategori penelitian terdahulu yaitu:

Tesis

Ahmad Junaidi, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam:
Studi Tentang Pasal 209 Mengenai Wasiat Wajibah Dalam KHI". Dalam
penelitian ini menemukan bahwa pengangkatan anak telah banyak ditemui
dikalangan bangsa arab. Pengangkatan anak ini diartikan sebagai pengangkatan
anak orang lain dengan status seperti anak kandung. Akan tetapi hal ini tidak

dibenarkan setelah kedatangan islam, yaitu dengan menyatakan bahwa anak



angkat tidak sama dengan anak kandung. Pengangkatan anak ini menurut hukum
islam adalah mubah. Namun sesuai dengan sifat mubag dalam islam yang dapat
tergantung pada situasi dan kondisi serta maksudnya maka kedudukan bisa

menjadi sunnah atau sebaliknya haram.

Pengangkatan anak juga terjadi dikalangan masyarakat Indonesia.Bahkan
dibeberapa daerah anak angkat berhak mendapat warisan dari orang tua
angkatnya.Untuk mendekatkan hukum islam terhadap hukum adat yang berlaku
ditengah masyarakat atau dengan kata lain untuk mengadakan islamisasi hukum
adat maka ulama Indonesia mengambil kebijaksanaan untuk mengakomodasi adat

ini kedalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Wasiat wajibah.

Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah ini merupakan suatu inovasi yang
radikal karena dari hukum perdata, hukum adat, perundang-undangan moderen
yang diberlakukan di Negara-negara muslim maupun menurut islam yang ditinjau
dari perspektif tafsir-tafsir Al-Qur'an, hadin Nabi SAW, dan ketentuan-ketentuan
fikih yang ada, pengakuan anak angkat atau orang tua angkat dalam proses wasiat

wajibah tidak ditemukan.’

Fatum Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah (Studi
Komparatif Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan)". Dalam penelitian
tesis ini menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua

Negara ini. Dari latar belakang historis sosiologis wasiat wajibah ditemukan

’Ahmad Junaidi , "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Studi Tentang
Pasal 209 Mengenai Wasiat Wajibah Dalam KHI" Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi
Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2000.



bahwa Indonesia dan Pakistan sama-sama mempunyai penduduk mayoritas
beragama islamterbesar di dunia. Namun latar belakang kebudayaan keduanya
sangat berbeda, di Indonesia system masyarakat sangat patrilineal disamping itu
Pakistan memiliki masyarakat yang tribal, hal itu disebabkan karena latar

belakang adat istiadat yang berbeda.

Dari segi historis, Indinesia pernah dijajah Belanda dan Pakistan dijajah
Inggris. Hal ini yang nantinya akan berlainan dalam pengkodifisian hukumnya.
Dapat terlihat pada pembaharuan hukum dipakistan terdapat dalam MFLO pasal 4
yang lebih ekstrim dibandingkan dengan pembaharuan hukum dinegara-negara
timur tengah, mengenai pengganti ahli waris kepada cucu, yaitu cucu mendapat
bagian yang sama persis dengan bagian yang akan diterima oleh ayahnya jika ia
masih hidup tanpa ada pembatasan sepertiga. Indonesia lebih radikal lagi dengan
memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan dan orang tua angkat untuk
mendapatkan bagian warisan yang tidak terdapat dalam kitab fikih manapun. Di
Pakistan persoalan ini mendapat pertentangan yang cukup berat dari kaum
tradisionalis yang lebih menyetujui wajiat wajibah, Karen apengganti ahli waris

tidak sesuai dengan spirit dan ketentuan hukum waris islam.

Pembaharuan hukum islam di Indonesia ini nampaknya terpengaruh
dengan hukum adat dan huku perdata (BW) yang selama ini menjadi acuan dalam
menetapkan hukum perdata di Indonesia. Pengganti ahli waris yang terdapat
dalam pasal 185 KHI nampaknya mendapat pengaruh dari huku perdata BW yang
dikenal dengan penggantian tempat. Untuk itu sudah jelas pembagian dan

penerapan judifikasi wasiat wajibah di Indonesia, bagian warisnya tidak boleh



melebihi dari derajat orang yang digantikannya dan bagian hanya dibatasi pada
sepertiga harta warisan.Sedangkan dipakistan memberikan seluruh bagian warisan
kepada cucu yang ayahnya meninggal dunia terlebih dahulu tanpa ada batasan
sepertiga.Adapun metode pembaharuan wasiat wajibah yang digunakan di
Indonesia bersifat Exdtra doctrinal reform daan dipakistan bersifat intra doctrinal

reform.’

Disertasi

Sidik Tono, "Wasiat Wajibah Sebagai Altematif Mengakomodasi Bagian
Ahli Waris Non Muslim Di Indonesia". Dalam penelitian ini menemukan bahwa
pertama, kedudukan hukum wasiat Islam dalam KHI telah menunjukkan adanya
law and rule dalam prakteknya pada sistem peradilanagama di Indonesia,
sedangkan posisi ahli waris non muslim terhalang sebagai ahli waris, karena itu
penyelesainnya dengan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris dengan tidak
melebihi sepertiga bagian. Kedua, ahli waris non-muslim dapat menerima wasiat
berdasarkan wasiat wajibah, berdasarkan Surat al-Baqarah (2):180, sebab
terminology ayat tersebut bersifat umum, apakah mencakup ahli waris yang tidak
mewarisi karena sebab, seperti ahli waris non muslim, atau yang lain. Dan juga
berdasarkan empat tempat kata wasiat dalam suratAn-Nisa' (4):11 dan An-Nisa
(4):12, serta perlunya saksi yang adil dalam berwasiat, dan apabila tidak
ditemukan saksi yang adil, maka ahli waris boleh mengganti saksi yang adil

meskipun berlainan agama. Hal ini mengisyaratkan adanya kebolehan berwasiat

SFatum Abubakar, "Pembaharuan Hukum Keluarga: Wasiat Wajibah: Studi Komparatif
Perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan". Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi
Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga 2003.
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kepada ibu-bapak dan karib kerabat non-muslim. Dan ketiga, wasiat wajibah
pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim atau undang-undang, sehingga tidak
tergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal. Mahkamah
Agung melalui putusan nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1995 dan nomor:
51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 telah memberikan hak Wasiat Wajibah
kepada ahli waris non-muslim dan pewaris muslim. Putusan itu hanya mengikat
para pihak, tidak mengikat seluruh warga Negara Indonesia, hanya berbentuk
yurisprudensi. Karena itu agar putusan itu efektif perlu dibuat undang-undang

tentang kewarisan nasional.”

Penelitian mengenai wasiat wajibah ini sudah banyak dibahas oleh peneliti-
peneliti sebelumnya. Akan tetapi dari beberapa tesisi dan disertasi yang penulis
kumpulkan diatas, maka dapat dilihat bahwasanya penelitian penulis ini sangat
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.Y ang mana kalau kita amati dan
cermati penelitian-penelitian sebelumnya membahas mengenai: wasiat wajibah
untuk anak tiri: konsep wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam: studi
tentang pasal 209 mengenai wasiat wajibah dalam khi, pembaharuan hukum
keluarga: wasiat wajibah: studi komparatif perundang-undangan di indonesia dan
pakistan, wasiat wajibah sebagai alternatif mengakomodasi bagian ahli waris non
muslim di indonesia. Sedangkan penelitian penulis sekarang adalah mengenai
Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Ahli

Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/Pa- Kbj).

’Sidik Tono, "Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Mengakomodasi Bagian Ahli Waris Non
Muslim Di Indonesia". Disertasi Program Doctor (S-3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2013, Hlm. 25.
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Letak perbedaan dalam penulisan tesis ini terletak pada penalaran hukum.
Dari penelitian-penelitian sebelumnya tidak ada disinggung masalah hukum
progresif. Penulis disini ingin mengetahui, memahami, dan menganalisis hakim
dalam memberikan putusan wasiat wajibah ditinjau dari ontology, epistemology,
dan aksiologi. Apakah hakim memberikan hukum baru untuk penemuan hukum
dalam hal baru yang belum ada hukum nasnya, atau hakim mempunyai trobosan
baru untuk memberikan keadilan bagi kemaslahatan manusia. Sehingga penulis
tertarik untuk menganalisis dengan penalaran hukum. Disinilah letak penekanan
penelitian tesis ini sehingga mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan

penelitian sebelumnya, yaitu perspektif ontology, epistemologi, dan aksiologi.
E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, khususnya untuk
menganalisis Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/Pa- Kbj penulis menggunakan teori
keadilan, teori penemuan hukum, dan teori kemanfaatan hukum dan teori

kepastian hukum. Teori-teori tersebut yaitu:
1. Teori keadilan

Teori keadilan ini penulis menggunakan teorinya John Rawls. Secara
harfiah adil artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak,'® menempatkan segala
sesuatu secara proporsional demi terciptanya ketertiban dan kedisiplinan.

Prinsip justice as fairness (keadilan sebagai kesetaraan) adalah teori

alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilitarianisme

"amus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional),
hlm.12.
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sembari mempertahankan kekuatan yang sama.'' Gagasan John Rawls adalah
keadilan sebagai fairness, keadilan tidak bisa diganggu gugat. Sehingga penulis
bisa simpulkan dari keadilan sebagai fairness menurut John Rawls adalah
memberikan hak dan kewajiban untuk memberikan keuntungan sosial serta
manfaat. Prinsip yang selalu dipegang oleh John Rawls adalah prinsip rasional
sehingga bisa memberikan mana yang adil dan tidak adil. Prinsip yang lain adalah
prinsip kebebasan dan kesetaraan. Orang dalam situasi awal akan memilih dua
prinsip yang agak berbeda, pertama, membutuhkan kesetaraan dalam penerapan
hak dan kewajiban dasar, kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi.'? Institusi-
institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang
dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan
keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling bersebrangan demi
kemanfaatan kehidupan sosial."> Tidak adil jika sebagian orang harus kekurangan
agar orang lain bisa menikmati kemakmuran, akan tetagpi harus memberikan
keuntungan dan keseimbangan bagi semua orang terutama bagi orang yang
paling tidak beruntung. Menurut Rawls, ada dua prinsip keadilan yang beliau
percayai dan ungkapkan, yaitu: Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama
atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua

orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa

""Karen Lebacqs, Teori-Teori Keadilan:Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John
Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda (Bandung: Nusa Media,2014),
hlm. 49.

John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, tefjemah. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2006), him. 16.

"Ibid., him. 6.
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sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua

posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.'*
2. Teori penemuan hukum

Penemuan hukum merupakan konsep atau teori yang memberikan arah
bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta
hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan dengan
penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap sekalian perundang-
undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta
hukum tersebut."

Teori penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim sebagaimana
dikemukakan oleh J.J.H. Bruggink, Achmad Ali, Curzon, dan B. Arief Sidharta
biasanya menggunakan metode interpretasi hukum atau konstruksi hukum. Tetapi
penulis menggunakan metode konstruksi hukum. Tujuan dari metode ini yaitu
agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkrit yang ditanganinya dapat
memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari
keadilan. Konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-
undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang
dihadapi, atupun dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat
kekosongan hukum (recht vacuum) atau kekosongan undang-undang (wet

vacuum).'® Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk

“Ibid., hlm. 72.

"Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta:
Kencana,2008), him. 126.

"“Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 60.
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diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (asas ius
curia novit).

Adapun metode konstruksi hukum menurut Rudolph Von Jhering
sebagaimana dikutip oleh Achmad Rifai'’ yaitu: 1). Metode argumentum per
analogium (analogi). Dalam metode ini hakim mencari esensi yang lebih umum
dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh
undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. 2). Metode argumentum a
contraria. Metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan
pengertiannya antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang
diatur dalam undang-undang. Metode argumentum a contraria menitikberatkan
pada ketidaksamaan peristiwa.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum
adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang
ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum
konkrit. Dapat juga dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi
atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan
peristiwa konkrit tertentu. Sehingga seorang hakim selalu dihadapkan dengan
peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya
dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.'®

Penemuan hukum secara hirarkis dapat dibagi menjadi tiga makna antara
lain; 1) menerapkan hukum ke dalam kasus konkret (rechtstoepassing,

lawapplying). Dalam konteks ini, hakim berusaha mengkonstruksi satu kasus dan

17k
Ibid.,75.
"®Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
2007), hlm. 38.
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menerapkan hukum yang dapat diberlakukan pada kasus tersebut. 2) penemuan
hukum dimaknai sebagai aktivitas penafsiran, konstruksi, analogi dan
penghalusan hukum. Konteks pemaknaan ini didasari atas kenyataan bahwa suatu
peraturan perundang-undangan atau pun kaidah hukum seringkali tidak jelas
dalam pemaknaannya, sehingga hakim harus berusaha untuk memecah kebuntuan
untuk sampai pada maksud dan makna dibalik narasi kaidah hukum, dan 3)
penemuan hukum dalam pengertian membentuk hukum atau menciptakan hukum
(rechtschepping, rechtsvorming). Konteks ini dapat menjadi upaya penemuan
hukum ketika hakim menemukan ketidakjelasan, kekosongan undang-undang atau
ada pertentangan antara berbagai ketentuan undang-undang. Bagir Manan
menyatakan bahwa tidak ada satu putusan pun yang di dalamnya tidak
mengandung unsur penemuan hukum. "’
3. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam teori kemanfaatan ini, penulis menggunakan asumsi dasar John
Stuart Mill. Beliau mengatakan, kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar
menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar
kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan.
Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa

sakit.?°

""Majalah Peradilan Agama, Quo Vadis Penemuan Hukum?,Edisi 2, September-November,
2013, hlm. 6.

2K aren Lebacgs, Teori-Teori Keadilan:Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill, John
Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, him. 14.
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Ada dua asumsi dasar dari pernyataan diatas, yaitu pertama tujuan hidup
adalah kebahagiaan, dan yang kedua kebenaran dari suatu tindakan ditentukan
oleh kontribusinya bagi kebahagiaan.?'

Asumsi John Stuart Mill di atas merupakan Aliran Utilitarianisme. Aliran
Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama
hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagian yang sebesar-
besarnya bagi manusia, karena asumsi dasarnya yaitu kebahagiaan adalah tujuan
hidup.* Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah
hukum mampu memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak.
Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum,
kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), yang tidak
mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung
kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagian
kepada manusia atau tidak.

Penganut aliran Utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia akan
melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-
besarnya dan mengurangi penderitaan atau ketidak hadiran rasa sakit. Oleh karena
itu ide dasar utilitarianisme adalah suatu tindakan dinilai benar atau salah
tergantung pada apakah tindakan tersebut meningkatkan 'kebahagiaan' atau
kebaikan, gagasan tersebut menentukan pengimplementasian mazhab ini saat kita

membahas konsep mereka mengenai keadilan.*

bid., hal. 15.
2Ibid.,hal. 14.
31bid., hal. 17.



17

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama
untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna
karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.**

Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut

akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Gustav  Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang
berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: Pertama, bahwa hukum itu
positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua,
bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa
kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum
merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.
Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum
positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus

selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

*Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, dalam https:/ngobrolinhukum.wordpress.com/
2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/. Akses tanggal 23 April 2017.



http://en.wikipedia.org/wiki/Gustav_Radbruch
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/%202013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/%202013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/
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Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto
sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi

tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan
mudah diperoleh (accesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;

b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya;

c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan
karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan
tersebut;

d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu
mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan

e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa
kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah
hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum
yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya
(realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara

dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.
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Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa
hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya
dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat
kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum
bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan

keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya
sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam
memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu
mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan

negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepasian hukum dalam
peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan

struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, kejelasan
konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu
yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki
kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan
hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya
peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi
arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu

peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum
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perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling

bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa,
sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya

kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat
mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan
multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum
harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga
siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu
dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber
keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang
mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan
kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban

setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan suatu karya tulis ilmiah, tentu selalu memakai suatu
metode. Metode dalam arti luas berati proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang

digunakan untuk mendeteksi masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas
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masalah tersebut.”® Oleh karena itu, agar penyusunan penelitian ini terlaksana
dengan rasional dan terarah, maka penyusun menempuh metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum
doktriner, disebut juga penelitian pustaka (Library research).”® Karena ini
termasuk penelitian hukum normatif, maka sumber datanya hanyalah data
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data
tersier.”” Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan
Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang ahli waris beda agama. Sementara bahan
hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.”®
Sedangkan bahan hukum tersier untuk memberikan penjelasan dari hukum primer
dan sekunder yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia.*’
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif yaitu memaparkan atau
mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis.Penelitian deskriptif
menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

»Robert Bog dan Steven J. Tailor, Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu
Pendekatan Fenomenologis Terhadap llmu-ilmu Sosial), alih bahasa Arif Furchan (Surabaya:
Usaha Nasional,1992), hlm.17.

**Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung:Alfabeta,2014). hlm.
51.

“’Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja
Grafindo Persada,2004), him. 118.

*Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Press,1986), him. 52.

»Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hlm. 41.
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menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat.® Analitik, yaitu rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan,
sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai
sosial, akademis, dan ilmiyah.>' Sehingga dalam analisis ini data-data yang
didapatkan atau diperoleh agar mendapat suatu pemahaman. Penelitian ini
berusaha menganalisis Putusan Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA-Kbj dalam perspektif
hukum progresif.
3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian hukum normatif atau kepustakaan,
dilakukan dengan studi pustaka tethadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-
bahan tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan,
ataupun melalui media intemet.”
4. Pendekatan Dalam Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan
kasus (case approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Pendekatan
kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang
berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah

mempunyai hukum tetap. Pendekatan kasusu ini mengkaji pertimbangan dari

** Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, hlm. 25.

*'Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam
Penelitian (Yogyakarta: Andi,2010), him.198.

**Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, hlm.160.
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hakim dalam memutus suatu perkara.>’Dalam pendekatan kasus ini peneliti perlu
memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh
hakim untuk sampai kepata putusannya.’® Sedangkan Pendekatan analitis ni
digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah
diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli

hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.”

5. Teknik Analisis Data

Adapun upaya untuk memperoleh data yang valid dan akurat, maka
penelitian ini menggunakan Tekhnik analisi kualitatif dengan berfikir induktif:
Berfikir induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa
yang kongkrit, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini
digunakan untuk memahami perkara tentang wasiat wajibah ahli waris beda
agama. Kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum untuk memperoleh
pengertian utuh tentang pembahasan yang diteliti. Dalam hal ini fakta-fakta yang
penulis dapatkan dari Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA- Kbj kemudian dianalisis
sehingga menemukan kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan tesis dan mendapatkan hasil penelitian

yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

»Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, him.191.

**Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta:Kencana,2010), hlm.119.

*Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris, hlm.187.
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Bab Pertama dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.
Bagian ini merupakan gambaran umum dan menyeluruh terkait penelitian dan
pembahasan dari judul tesis tersebut.

Pada bab kedua terdiri dari tiga sub bab yaitu menjelaskan tentang tinjauan
umum hukum kewarisan Islam, ahli waris beda agama, dan wasiat wajibah.
Pembahasan dari tiga sub bab di atas, akan memberikan pemahaman yang lebih
dalam terkait dasar hukum kewarisan Islam, yang berhak menerima harta warisan
dan penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan untuk sub bab dari
ahli waris beda agama akan memberikan penjelasan mengenai beda agama
menurut Islam, hukum kewarisan Islam, dan KHI. Sedangkan sub bab ketiga
akan menjelaskan mengenai dasar hukum, pendapat ulama, wasiat wajibah
diberbagai Negara dan wasiat wajibah dalam KHI. Dari tiga sub-sub bab ini akan

lebih memberi pemahaman dari hukum kewarisan Islam dan wasiat wajibah.

Memasuki bab ketiga, didalam bab ketiga ini penulis memaparkan data yang
penulis peroleh didalam perkara nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Data yang penulis
paparkan berupa pertimbangan dan putusan hakim dalam memutuskan perkawa

ahli waris beda agama.

Bab keempat, didalam bab keempat ini penulis menganalisis temuan data
tentang pertimbangan dan putusan hakim terhadap perkara nomor:
2/Pdt.G/2011/PA-Kbj tentang hak ahli waris beda agama yang ditetapkan atas

dasar wasiat wajibah. Pada analisis ini penulis kaitkan dengan penalaran hukum
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berupa aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma), epistemologi (sumber dan
metode hukum), dan aksiologi (nilai hukum). Sehingga akan ditemukan
pemahaman utuh dalam analisisnya mengenai paradigma hukum dalam putusan,
cara bernalar hakim dalam pertimbangan hukum dan hasil dan manfaat dari

putusan tersebut.

Terakhir adalah bab kelima, yaitu bagian penutup dan akhir dari penyusunan
tesis yang berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian
dari pembahasan yang telah penyusun paparkan dan penelitian yang telah
dilakukan. Saran-saran tersebut tentunya dapat memberikan gambaran umum
terbaik bagi para penegak hukum terutama hakim guna menangani masalah

pembagian harta peninggalan ahli waris beda agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis diatas, penulis dapat simpulkan bahwa Pengadilan
Agama Kabanjahe telah menerapkan dan memberikan wasiat wajibah bagi ahli
waris beda agama, sebagaimana telah diterapkan oleh mahkamah agung putusan
perkara nomor: 51K/AG/1999.

Dari aspek ontologi (hakikat hukum/paradigma) putusan ini adalah untuk Jayanta
Ginting. Putusan ini hakikatnya untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan
kebahagiaan bagi para pihak. hakikat hukum/paradigma hukum untuk manusia lebih
menekankan kepada hukum untuk memberikan keadilan bagi Jayanta Ginting.

Dari aspek epistemologi dalam pertimbangan hukum, hakim mencoba
melakukan penemuan hukum dengan mengisi kekosongan hukum yang ada
sehingga ahli waris beda agama dalam kasus ini adalah Jayanta Ginting bisa
memperoleh harta peninggalan orang tuanya. Ini adalah terobosan hukum yang
dilakukan oleh hakim dengan memandang maslahat yang lebih besar. Ahli waris
beda agama (Jayanta Ginting) berhak memperoleh harta warisan dari ayahnya
yang beragama Islam berdasarkan wasiat wajibah, bukan kapasitas sebagai ahli
waris tetapi dalam kapasitas sebagai penerima wasiat secara serta merta walau
tidak diwasiatkan. Hakim dalam menangani kasus perkara nomor: 2/Pdt

.G/2011/Pa-Kbj tidak sebagai corong undang-undang/legalistik saja, tetapi lebih

113
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melihat kepada keadilan dan kebahagiaan dengan mengembalikan hak yang
seharusnya diperoleh Jayanta Ginting.

Dari aspek aksiologi, putusan ini mengandung nilai keadilan, kepastian
hokum dan kemanfaatan bagi Jayanta Ginting dan tergugat lainnya.

B. Saran

Bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para penegak hukum
khususnya para hakim, sudah seharunya memahami, memperhatikan dan
mengamalkan wasiat wajibah ini, agar didalam membagi harta pusaka betul-betul
terwujud suatu keadilan dikalangan ahli waris, terutama ahli waris beda agama
sehingga tidak ada yang dirugikan di antara mereka. Dan juga mensosialisasikan
kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum, dan yang lainnya tentang
pentingnya pemberian wasiat wajibah ini, sehingga kesadaran masyarakat untuk
mengamalkan wasiat wajibah ini bisa terwujud.

Bagi para penegak hukum khususnya para hakim, sudah seharusnya berpikir
progresif dalam menemukan suatu hukum dan berani melakukan terobosan
hukum untuk mendatangkan keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan pada
manusia dengan tidak melanggar norma agama maupun norma yang lainnya yang

ada dalam perundang-undangan dan masyarakat.
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Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris, antara:
PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA,
pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Karo.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
LAWAN
1. TERGUGAT I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan bertani, tempat tinggal di Desa Batu Mamak,
Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I;
2. TERGUGAT I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten
Karo. sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di
seluruh wilayah Indonesia (gaib). Selanjutnya disebut

sebagai Tergugat I1;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar kete rangan Penggugat dan Tergugat I;

Telah meneliti dan memeriksa bukti - bukti Penggugat;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 Januari 2011
mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Kabanjahe Register Nomor: 2/Pdt .G/2011/PA- Kbj, tanggal 10 Januari

2011, yang isi nya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari NGANDI

GINTING dengan isteri pertama bernama BAGENDA Br BANGUN;

2. Bahwa Tergugat II adalah isteri Ngandi Ginting yang kedua yang

dinikahi setelah Bagenda Br Bangun meninggal dunia ;

3. Bahwa ayah kandung Penggugat dan Tergugat I yang bernama NGANDI
GINTING telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 karena

sakit dan dalam keadaan beragama Is lam,;

4. Bahwa ayah kandung almarhum NGANDI GINTING bernama BATANG
GINTING telah meninggal dunia pada tahun 1986, demikian pula ibu
kandungnya bernama TERPE Br PINEM yang te lah meninggal dunia

pada tahun 1933;

5. Bahwa dengan demikian ketika NGANDI GINTING meninggal dunia

pada tanggal 28 Agustus 2010, meninggal kan:



- Seorang isteri bernamna : TERGUGAT II

- Dua orang anak kandung :
1. TERGUGAT I, sebagai anak laki-laki.
2. TERGUGAT II, sebagai anak laki-laki.

6. Bahwa selain nama- nama di atas tidak ada lagi ahli waris yang

ditinggalkan Almarhum NGANDI GINTING;

7. Bahwa namun demikian, Tergugat II sebagai isteri kedua Ngandi Ginting,
tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya Ngandi
Ginting yang juga ayah kandung Penggugat dan Tergugat I pada saat

Ngandi Ginting sakit hingga meninggal dunia;

8. Bahwa Tergugat Il sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya
yang jelas sehingga Tergugat II tidak dapat dihubungi meskipun telah

dicari oleh keluarga;

9. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa
anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak
memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian wasiat wajibah, maka
Penggugat sebagai anak kandung pewaris, Ngandi Ginting, yang
beragama Kristen harus ditetapkan juga sebagai penerima warisan dari

orangtua Penggugat sebagai wasiatwajibah;

10. Bahwa almarhum NGANDI GINTING semasa hidupnya bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri Sunggal dan pada bulan

Maret 1992 telah Pensiun;



11. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ini adalah
untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum Ngandi Ginting

sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan.

12. Bahwa atas dasar ura ian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat
bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, Cq.
Majelis Hakim, kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil
Penggugat dan para Tergugat, serta menyidangkannya dan memberi

penetapan sebagai berikut.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum NGANDI GINTING yang

telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 adalah:
1.1. TERGUGAT 11, (isteri);
1.2. TERGUGAT I, (anak laki - laki);

3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki - laki), sebagai penerima

wasiat wajibah dari almarhum NGANDI GINTING;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, dan Apabila Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat I hadir dipersi dangan, sedangkan para Tergugat II tidak hadir dan tidak

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut dan tidak temyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut
disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat I dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi
tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I
menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I tidak
keberatan dengan gugatan Penggugat dan isi gugatan tersebut benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak hadir dipersidangan maka
tidak dapat didengar jawabannya; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
gugatannya Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

I . Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, A.n. PENGGUGAT, Nomor:

1206072708700001, tanggal 15- 09- 2009, yang dikeluarkan oleh Camat
Juhar, Kabupaten Karo. (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, A.n Ngandi Ginting (alm) dengan
Maisarah, Nomor: 10/AR/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang.
(P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga WANRI (Pribumi ), A.n. Ngandi Ginting,
Nomor: . ., tangga 1 26/6 /1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu

Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.3 );



4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidi kan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia, tentang Pensiun, Nomor: C-02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei
1992, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
RI. (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: SK/29/BM/2010, tanggal 29
Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak,
Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Kematian, A.n Ngandi Ginting, Nomor;
141/28/BM/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Mamak,
Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo. (P.6 );

Bukti P.1, P.2, dan P.4, telah dibubuhi meterai cukup dan telah pula
disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan. Sedangkan P.3
tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Il . Bukti Saksi:

1. Nama: SAKSI |, di bawah janji dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, sebab saksi dengan
Penggugat serta Tergugat I, masih ada hubungan keluarga yaitu saudara
sepupu;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ngandi Ginting, ayah kandung dari
Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Maisarah atau Tergugat II adalah
isteri dari almarhum Ngandi Ginting yang kedua dan sebagai ibu tiri dari

Penggugat dan Tergugat I;



- Bahwa perkawinan Ngandi Ginting dengan Maisarah tidak dikaruniai
anak. Sedangkan Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari Ngandi
Ginting dengan isteri pertamanya bernama Bagenda Br. Bangun yang telah
lebih dahulu meninggal dunia;

- Bahwa Tergugat II atau Ibu tiri dari Penggugat dan Tergugat I telah pergi
meninggalkan almarhum Ngandi Ginting ketika sedang dalam keadaan
pikun dan sakit- sakitan karena telah tua dan tidak berdaya;

- Bahwa kepergian Maisarah tidak diketahui dan sampai sekarang tidak
diketahui tempat tinggalnya dan yang bersangkutan tidak pernah kembali
hingga saat ini;

- Bahwa almarhum Ngandi Ginting meninggal dunia bulan Agustus 2010,
dan ketika itu saksi datang bertakziah di Desa Batu Mamak;

- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Ngandi Ginting pensiunan guru;

- Bahwa tujuan Penggugat dan Tergugat I mengajukan penetapan nikah ke
Pengadilan adalah untuk mengurus uvang duka atas kematian ayah mereka
Ngandi Ginting, ke PT. TASPEN (PERSERO);

2. Nama: SAKSI I, di bawah janji dipersidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, karena kemanakan
saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Ngandi Ginting, ayah kandung dari Penggugat
dan Tergugat I, dan juga kenal dengan isteri Ngandi Ginting yang kedua

bernama TERGUGAT II, yang tidak mempunyai anak;



- Bahwa pernikahan Ngandi Ginting dengan TERGUGAT II saksi tidak
tahu;

- Bahwa isteri pertama Ngandi Ginting bernama Bagenda Br. Bangun, yang
telah lebih dulu meninggal dunia dan mempunyai anak dua orang yaitu
Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa ayah Penggugat dan Tergugat I, Ngandi Ginting, telah meninggal
dunia pada bulan Agustus 2010 di Desa Batu Mamak;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ke Pengadilan
Agama, untuk mengurus hak-hak almarhum Ngandi Ginting ke PT.
TASPEN (PERSERO), sebagai pensiunan PNS Guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan

Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengemukakan sesuatu
apa pun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap sebagimana jawabannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan labih jauh dipersidangan,
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk
mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara

persidangan tersebut;



TENTANG HUKUMNY A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan
mana Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri dipersidangan. Sedangkan Tergugat
IT tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
ketidak hadiran Tergugat II tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat I dan telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah bahwa
Penggugat menggugat supaya Tergugat I (anak laki-laki) dan Tergugat II (isteri)
ditetapkan sebagai ahli waris dari ayah kandung Penggugat dan Tergugat I
bernama Ngandi Ginting, yang telah meninggal dunia sedangkan Penggugat (anak
laki-laki) sebagai orang yang beragama Kristen ditetapkan sebagai penerima
wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006
tentang perubahan pertama UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan
terakhir diubah dengan UU No 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa
gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi

dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga gugatan



yang dia jukan oleh Penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli
waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti terbukti P.1 sampai
dengan P.6 serta dua orang saksi yang menurut penilaian majelis telah memenuhi
syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP atas nama Penggugat)
harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat penduduk Kabupaten Karo dan
karenanya Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Akta Nikah atas nama Ngandi
Ginting dengan Maisarah/Tergugat II) harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah
kandung Penggugat dan Tergugat I, Ngandi Ginting dengan Tergugat II /Maisarah
Binti Karto Sugasi, adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai
sampai Ngandi Ginting meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) tidak ada aslinya karenanya
tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (SK Pensiun atas nama Ngandi
Ginting, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Ngandi Ginting adalah penerima
pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri
Sunggal dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I/III D;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang dikaitkan dengan
keterangan dua orang saksi Penggugat, bernama Maha Indra Sembiring Bin Benar

Sembiring dan Usaha Ginting Bin Mbaga Ginting, yang menurut penilaian majelis
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telah memenuhi syarat materil, harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum
Ngandi Ginting mempunyai (2) dua anak yaitu Eduardi Ginting (Tergugat I) dan
Jayanta Ginting (Penggugat) dan Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal
28 Agustus 2010 dan dikebumikan di Desa Batu Mamak serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 serta
keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010

karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa pada saat meninggal dunia Ngandi Ginting meninggalkan satu
orang isteri bernama Maisarah dan 2 (dua) orang anak laki bernama
PENGGUGAT (Penggugat/beragama Kristen) dan TERGUGAT 1
(Tergugat I /beragama Islam)

- Bahwa Ngandi Ginting penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil pada unit
kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat/golongan Penata
Tingkat I/ I1I D;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum
Islam salah satu kewajiban ahli waris tethadap pewaris adalah membagi harta
warisan di antara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia.
Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Fi rman Al lah dalam Al Quran Surat
An- Nisa’ ayat: 7 (QS.4:7 ):

oo & 55815 Il G158 e G 05 (528915 RSN 35 1 Capmd Jia 38

VKAJ‘));;M{//SESSi:\LSg
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"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetgkan".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewar is, beragama Islam dan tidak
tetha lang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan
Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh
Usamah ibn Zaid , sebagai berikut :

Artinya: Diriwayat kan oleh Usmah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw
berkata: Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang
kafir tidak mendapat waris dari orang muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa
Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal dunia hanya meninggal kan
seorang isteri (Tergugat II) dan 2 (dua) anak laki-laki (Penggugat dan Tergugat I),
akan tetgpi temyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu (Penggugat/Jayanta
Ginting) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas, Penggugat (Jayanta Ginting)
tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting);

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak

sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
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Nomor: 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian
sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis
menetapkan ahli waris dari Almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal
dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah: 1. Maisarah Binti Karto Sugasi,
(isteri) dan 2. Eduardi Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), dan
menetapkan pula Jayanta Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), sebagai
penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
majelis mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya merumuskan diktum
putusan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat adalah di pihak yang kalah yang
berdasarkan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini,
akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara warisan yang semua pihak
(Penggugat dan para Tergugat) mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya
sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang menerima bagian harta waris
almarhumah Ngandi Ginting, maka Majelis Hakim memandang wajar dan cukup
adil bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar
biaya perkara in i secara bersama ( tanggung renteng);

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun
2009, serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara yang

berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ngandi Ginting yang telah
meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah:

1. TERGUGAT II, ( isteri);

2. TERGUGAT I, (anak laki-laki);

3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki-laki), sebagai penerima
wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;

4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua
biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000, - (tiga ratus lima puluh satu
ribu rupiah ) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan
Agama Kabanjahe pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2011 M, bertepatan
dengan tanggal 21 Rabi’ul Awal 1432 H, oleh kami, Drs. Muhammad Amin, SH.,
MH, sebagai Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, SH.I dan Fitri, SH.I, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim- hakim
anggota serta dibantu oleh Dra.Siti Hadijah, SH, sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.
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